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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kepemilikan dokumen kependudukan merupakan salah satu hak dasar penduduk yang wajib 
dipenuhi oleh negara. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur 
“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
No. 24 Tahun 2013) negara wajib memberikan dokumen kependudukan sebagai salah satu 
bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas 
setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia. 

Pemerintah Pusat menerbitkan sejumlah kebijakan sebagai usaha memenuhi hak penduduk atas 
dokumen kependudukan. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) menargetkan pada akhir tahun 2024 
proporsi penduduk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, buku nikah, 
pencatatan perceraian, kematian serta penyebab kematian mencapai 100%. Peraturan Presiden 
No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk 
Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) kemudian menetapkan tahapan pencapaian 
target RPJMN sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.  Target Pencapaian Stranas AKPSH sampai dengan Tahun 2024

No. Jenis
(dalan presentase)

Ukuran Awal Target 
2020

Target 
2022

Target 
2024

1 Cakupan kepemilikan NIK pada anak 
Warga Negara Indonesia usia 0-5 
tahun

85,82% (Susenas 
2017)

90% 90% 100%

2 Cakupan kepemilikan NIK pada 
penduduk Warga Negara Indonesia 
0-17 tahun

92,92% (Susenas 
2017)

95% 98% 100%

3 Cakupan kepemilikan NIK pada semua 
Penduduk Warga Negara Indonesia

96% (Susenas 
2017)

98% 98% 100%

4 Cakupan kepemilikan akta kelahiran 
pada anak usia 0-5 tahun

75,42% (Susenas 
2017)

95% 100% 100%
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No. Jenis
(dalan presentase)

Ukuran Awal Target 
2020

Target 
2022

Target 
2024

5 Cakupan kepemilikan akta kelahiran 
pada penduduk Warga Negara 
Indonesia 0-17 tahun

83,33% (Susenas 
2017)

90% 95% 100%

6 Cakupan kepemilikan buku nikah 
dan akta perkawinan pada semua 
pasangan yang menikah

Tersedianya 
data nasional

Meningkat Meningkat 100%

7 Cakupan kepemilikan akta perceraian 
pada semua individu yang sudah 
bercerai

Tersedianya 
data nasional

Meningkat Meningkat 100%

8 Cakupan kepemilikan akta kematian 
pada seluruh peristiwa kematian 
dalam satu tahun terakhir

Tersedianya 
data nasional

Meningkat Meningkat 100%

9 Cakupan peristiwa kematian yang 
diidentifikasikan penyebabnya 
berdasarkan Classification of 
Dissease-10 (ICD-10) dalam satu tahun 
terakhir

Diterapkan Meningkat Meningkat 100%

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah berkomitmen untuk menjamin kepemilikan 
dokumen kependudukan kepada setiap penduduk di Kabupaten Pekalongan. Salah satu sasaran 
dari Misi 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2016-
2021 adalah “terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang 
mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan 
publik sesuai prinsip-prinsip good governance”. Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemerintah 
Daerah menetapkan peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil 
sebagai salah satu arah kebijakan dengan indicator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Indikator Kinerja Administrasi Kependudukan dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan

No. Indikator Kinerja ( Outcome) Capaian Kinerja (%)

Kondisi Awal 
(2016)

Kondisi Akhir 
(2021)

1 Rasio bayi memiliki Akta Kelahiran 95% 100%

2 Presentasi kepemilikan Akta Kematian 50% 75%

3 Presentasi penduduk usia 0-18 tahun memiliki Akta 
Kelahiran

75% 100%

4 Presentase kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 
penduduk

71% 95%

5 Presentase kepemilikan KTP-elektronik pemula 92% 100%

6 Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) - 100%
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Untuk memenuhi target-target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan maupun 
Pemerintah Pusat, Kabupaten Pekalongan perlu menyelesaikan tantangan Penjangkauan 
layanan administrasi kependudukan untuk kelompok penduduk usia muda, rumah tangga miskin 
dan termiskin, serta penduduk dari perdesaan. SUSENAS 2018 menunjukkan estimasi cakupan 
kepemilikan NIK seluruh penduduk di Kabupaten Pekalongan sudah sangat jauh dari estimasi 
cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di level nasional. Namun, kepemilikan NIK dan 
Akta Kelahiran di Kabupaten Pekalongan rendah untuk anak berusia di bawah 1 tahun, yaitu 
71,5% untuk cakupan kepemilikan NIK dan 63,6% untuk cakupan kepemilikan Akta Kelahiran. Di 
antara seluruh penduduk yang tidak memiliki Akta Kelahiran, sebanyak 52,8% adalah penduduk 
perdesaan dan sebanyak 66,5% adalah penduduk termiskin dan miskin.

Tabel 3. Kepemilikan Akta Kelahiran dan NIK menurut Susenas 2018 Serta Sebarannya

Situasi
Nasional

Provinsi Jawa 
Tengah

Kabupaten 
Pekalongan

Data Dukcapil
Kab.Pekalongan
*Berdasarkan 
Data Disdukcapil 
per Juli 2018

*Berdasarkan estimasi SUSENAS 2018

Kepemilikan Akta 
Kelahiran semua 
anak

83,8%
(estimasi:
70.679.958)

94,4% 
(estimasi: 
9.385.400)

93,8% 
(estimasi: 
266.570)

Belum ada data

Kepemilikan Akta 
Kelahiran anak  
di bawah 5 tahun

72,1%
(estimasi:
17.012.564)

87,7% 
(estimasi: 
2.339.288)

84,3% 
(estimasi: 
63.045)

Belum ada data

Kepemilikan Akta 
Kelahiran anak  
di bawah 1 tahun

51,8%
(estimasi:
2.487.367)

73,5% 
(estimasi: 
426.583)

63,6% 
(estimasi: 
8.908)

Belum ada data

Kepemilikan NIK 
semua orang

93,8%
(estimasi:
247.861.049)

97,7% 
(estimasi: 
33.629.704)

97,8% 
(estimasi: 
869.055)

Belum ada data

Kepemilikan NIK 
semua anak

88,8%
(estimasi:
75.129.707)

95,2% 
(estimasi: 
9.517.738)

95,2% 
(estimasi: 
271.120)

Belum ada data

Kepemilikan NIK 
anak di bawah  
5 tahun

75,1%
(estimasi:
17.761.382)

87,8% 
(estimasi: 
2.343.867)

87,2% 
(estimasi: 
65.700)

Belum ada data

Kepemilikan NIK 
anak di bawah  
1 tahun

50,8%
(estimasi:
2.449.641)

72,4% 
(estimasi: 
420.880)

71,5% 
(estimasi: 
10.031)

Belum ada data
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Sebaran anak (0-17 tahun) 
yang tidak memiliki  

Akta Kelahiran  
Nasional

Sebaran anak (0-17 tahun) 
yang tidak memiliki  

Akta Kelahiran  
Provinsi Jawa Tengah

Sebaran anak (0-17 tahun) 
yang tidak memiliki  

Akta Kelahiran  
Kabupaten Pekalongan

Termiskin 38,2% Termiskin 45,9% Termiskin 35,9%

Kuintil 2 25,3% Kuintil 2 20,2% Kuintil 2 30,6%

Kuintil 3 18,2% Kuintil 3 16,8% Kuintil 3 16,8%

Kuintil 4 12,4% Kuintil 4 12,5% Kuintil 4 13,4%

Terkaya 5,9% Terkaya 4,7% Terkaya 3,2%

Perkotaan 37,6% Perkotaan 39,9% Perkotaan 47,1%

Perdesaan 62,4% Perdesaan 60,1% Perdesaan 52,8%

Studi yang dilakukan Bappenas (20161 dan 20202 ) menunjukkan 3 (tiga) hambatan utama yang 
dialami penduduk perdesaan untuk memperoleh dokumen kependudukan, yakni yakni jarak, biaya 
dan prosedur yang rumit. Jarak yang jauh (ke titik layanan yang umumnya berada di kecamatan 
atau ibu kota kabupaten) menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dokumen 
kependudukan menjadi mahal. Semakin jauh, semakin mahal dan semakin tidak terjangkau. 
Prosedur yang rumit menyebabkan penduduk enggan mengurus dokumen kependudukan. 
Apalagi, untuk mendapatkan satu dokumen, penduduk harus melengkapi dokumen-dokumen 
lainnya sebagai persyaratan yang harus dipenuhi. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyediakan dua 
mekanisme layanan adminduk yang memungkinkan dilakukannya pelayanan penjangkauan 
kelompok miskin dan kelompok perdesaan. Mekanisme pertama adalah layanan di kecamatan 
melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Disdukcapil dan mekanisme kedua adalah pengangkatan 
petugas registrasi yang akan membantu penduduk desa mengurus dokumen kependudukan. 
Pembentukan UPT Disdukcapil membutuhkan biaya yang banyak. Padahal batasan anggaran 
pembentukan UPT Disdukcapil, sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Mendagri No. 061/4338/
OTDA tanggal 12 Juni 2017, sangat kecil karena tidak boleh lebih dari 0,5% dari total belanja 
pegawai perangkat daerah yang terkait. Pengangkatan Petugas Registrasi juga membutuhkan 
biaya dan SDM yang banyak. Di sisi lain, kemampuan APBD untuk membiayai Petugas Registrasi 
sangat terbatas.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melahirkan insiatif layanan adminduk berbasis kewenangan 
desa (LABKD) untuk mengatasi tantangan penjangkauan layanan adminduk serta keterbatasan 
untuk membentuk UPT Disdukcapil dan mengangkat Petugas Registrasi. LABKD adalah fasilitasi 
layanan adminduk dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. 
Dalam konsep LABKD, Desa menjadikan fasilitasi dokumen kependudukan sebagai salah satu 
kewenangannya, menganggarkan biaya pelaksanaannya, serta menunjuk seorang petugas untuk 
memfasilitasi dokumen kependudukan warga desa. 

1 Menemukan, Mencatat, Melayani: Kelahiran dan Kematian di Indonesia.
2 Institusi Kuat, Masyarakat Tangguh. Studi terhadap Tata Kelola, Penyediaan dan Hasil dari Layanan Administrasi 
Kependudukan, Pendidikan dan Kesehatan. 
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LABKD di Kabupaten Pekalongan didukung oleh empat komponen kunci, yaitu

 

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan 
Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian mengatur Desa dapat menunjuk fasilitator untuk 
memfasilitasi penduduk mendapatkan dokumen kependudukan. Fasilitator ini dinamakan Junjang 
Adminduk Desa yang pelaksanaan tugasnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Hingga saat ini tercatat terdapat Junjang Adminduk Desa di 22 Desa di Kecamatan Paninggaran 
dan Kecamatan Petungkriyono. Disdukcapil bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana (PMD P3A DAN PPKB), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian 
Dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa juga telah 
menetapkan sejumlah sistem dan prosedur untuk menyeragamkan kerja-kerja fasilitasi dokumen 
kependudukan melalui LABKD. Selain itu, anggaran pendukung pelaksanaan LABKD juga telah 
tersedia baik di APBD maupun ABPDesa.

Inisiatif LABKD terbukti sangat membantu masyarakat dan Disdukcapil Kabupaten Pekalongan 
untuk mewujudkan tertib adminduk. Kaji Cepat Pelayanan Adminduk di Desa Paninggaran 
yang dilakukan oleh KOMPAK menunjukkan fasilitator adminduk telah berhasil memfasilitasi 
penerbitan 1.137 dokumen kependudukan dan 1.621 Kartu Indonesia Sehat sepanjang tahun 
2019. Rata-rata Desa Paninggaran mengeluarkan biaya sebesar Rp 4.200/dokumen. Biaya ini 
jauh lebih ringan dibandingkan dengan rata-rata biaya yang perlu dikeluarkan penduduk apabila 
mengurus dokumen secara mandiri tanpa melalui fasilitator, yaitu Rp 200.000.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyadari pelaksanaan LABKD juga perlu didukung dengan 
sistem pengawasan dan evaluasi. Melalui sistem pengawasan berbagai pihak dapat mengumpulkan 
data untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, kesenjangan praktik dengan norma, standar, 
dan prosedur yang ada, maupun dapat menilai kesenjangan antara target dengan praktik yang 
terjadi. Harapannya data tersebut dapat berguna sebagai bahan analisis bagi berbagai pihak 
untuk terus memastikan LABKD berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta semakin optimal dari 
waktu ke waktu.

B
Junjang Adminduk Desa

 Peraturan

Anggaran  Sistem dan 
Prosedur

EMPAT KOMPONEN KUNCI

2

3
4

1
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Tujuan

Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi LABKD adalah sebagai berikut:

1.	 Mengidentifikasi situasi dan kondisi pelaksanaan LABKD pada tingkatan kabupaten, 
kecamatan, dan desa yang mencakup dasar hukum pelaksanaan LABKD, anggaran, sumber 
daya, fasilitator administrasi kependudukan desa, sistem dan prosedur, serta sistem 
pengawasan dan evaluasi.

2.	 Memetakan tantangan dan peluang pelaksanaan LABKD pada tingkatan kabupaten, 
kecamatan, dan desa.

3.	 Menyediakan rekomendasi kepada para pihak di tingkat Kabupaten, kecamatan, dan desa 
untuk mengoptimalkan pelaksanaan LABKD.

Keluaran

Kegiatan pemantauan dan evaluasi LABKD menghasilkan keluaran sebagai berikut:

1.	 Teridentifikasinya situasi dan kondisi pelaksanaan LABKD pada tingkatan kabupaten, 
kecamatan, dan desa.

2.	 Terpetakannya tantangan dan peluang pelaksanaan LABKD pada tingkatan kabupaten, 
kecamatan, dan desa.

3.	 Tersedianya rekomendasi kepada para pihak di tingkat Kabupaten, kecamatan, dan desa 
untuk mengoptimalkan pelaksanaan LABKD.
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LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
BERBASIS KEWENANGAN DESA (LABKD)

Pengertian LABKD

Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) adalah fasilitasi layanan adminduk 
dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Merujuk pada Pasal 19 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), LABKD dapat dikategorikan sebagai 
kewenangan lokal berskala desa yang muncul karena perkembangan (kebutuhan) desa atau 
prakarsa masyarakat. Dengan kewenangan ini, Desa kemudian memuat serta menganggarkan 
fasilitasi dokumen kependudukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Desa 
(RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes). Desa kemudian mengangkat Junjang Adminduk yang bertugas memfasilitasi 
dokumen kependudukan masyarakat desa dan mengelola data kependudukan di skala desa.

Komponen LABKD

Implementasi LABKD didukung oleh 5 (lima) komponen utama, yaitu ketersediaan peraturan, 
fasilitator administrasi kependudukan desa, anggaran, sistem & prosedur, serta sistem 
pengawasan dan evaluasi. Kelima komponen ini harus tersedia agar pelaksanaan LABKD berjalan 
optimal.

No Komponen 
LABKD

Tingkat Kabupaten Tingkat 
Kecamatan

Tingkat Desa

1 Peraturan 
dan 
Kebijakan

ܐܐ Peraturan Bupati  mengenai 
Kewenangan Lokal Berskala 
Desa menyebutkan 
kewenangan desa dalam 
memfasilitasi layanan 
dokumen kependudukan

ܐܐ Peraturan Bupati mengenai 
Pengelolaan Keuangan 
Desa menyebutkan 
kegiatan-kegiatan terkait 
fasilitasi layanan dokumen 
kependudukan

ܐܐ Peraturan Bupati mengenai 
Prioritas Penggunaan Dana 
Desa (DD) atau Alokasi Dana 
Desa yang secara eksplisit 
menyebutkan fasilitasi layanan 
dokumen kependudukan 
sebagai prioritas

(-) ܐܐ Peraturan Desa tentang 
Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) 
Desa mencantumkan LABKD

ܐܐ Peraturan Desa tentang 
Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) Desa yang memuat 
fasilitasi layanan dokumen 
kependudukan
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No Komponen 
LABKD

Tingkat Kabupaten Tingkat 
Kecamatan

Tingkat Desa

2 Junjang 
Adminduk

(-) ܐܐ Surat Keputusan Kepala Desa 
Penunjukan/Pengangkatan 
Junjang Adminduk (dapat 
diangkat dari perangkat desa 
atau diluar perangkat desa)

ܐܐ Seorang atau beberapa 
petugas yang berperan 
sebagai Junjang Adminduk

3 Anggaran ܐܐ Anggaran peningkatan 
kapasitas bagi master trainer 
Junjang Adminduk

ܐܐ Anggaran peningkatan 
kapasitas bagi Junjang 
Adminduk

ܐܐ Anggaran pemantauan dan 
evaluasi

Anggaran 
koordinasi 
rutin 
pelaksanaan 
LABKD

ܐܐ Pendataan dan 
pemutakhiran data 
kependudukan

ܐܐ Biaya operasional fasilitasi 
layanan adminduk

ܐܐ Pengelolaan dan penyajian 
data kependudukan berskala 
desa

ܐܐ Insentif bagi FAD.

4 Tata Baku 
Laksana

(DPMD atau Disdukcapil dapat 
menyediakan rancangan tata 
baku laksana untuk memudahkan 
desa menyusun dan 
mengesahkan tata baku laksana 
yang diperlukan)

(-) ܐܐ Tata baku laksana 
perekrutan FAD yang berasal 
dari luar aparatur desa

ܐܐ Tata baku laksana pendataan 
dan pemutakhiran data 
penduduk

ܐܐ Tata baku laksana tahapan 
fasilitasi dokumen 
kependudukan

5 Sistem 
Pemantauan 
dan Evaluasi

Pedoman pemantauan dan 
evaluasi

(-)
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PEDOMAN PENGAWASAN DAN EVALUASI LABKD

Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi LABKD

Pemantauan dan evaluasi LABKD dilakukan bersama-sama oleh Dinas/Badan yang terkait di 
Kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Adapun pelaksana, susunan, serta 
tugas pelaksana pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut: 

Ketua	 : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretaris	 : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Anggota	 : (1) Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

	 (2) Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	 (3) Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika

	  (4) Unsur lain sesuai kebutuhan

Koordinator Wilayah	 : (Ditentukan saat penyusunan Rencana Kerja)

Pelaksana Wilayah	 : (Ditentukan saat penyusunan Rencana Kerja)		

Posisi Tugas

Ketua ܐܐ Mengadakan koordinasi dengan pelaksana dalam rangka penyusunan rencana dan 
anggaran, penyusunan rencana kerja, pembekalan pelaksanaan, pelaksanaan hasil 
pemantauan dan evaluasi

ܐܐ Memantau secara berkala persiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

ܐܐ Memimpin analisis, pemetaan peluang dan tantangan, serta penyusunan 
rekomendasi optimalisasi LABKD berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi

ܐܐ Mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi serta tindak lanjut hasil pemantauan dan 
evaluasi dengan pihak terkait

ܐܐ Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi LABKD

Sekretaris ܐܐ Memastikan pengaturan dan ketersediaan tempat serta logistik dalam perencanaan 
dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

ܐܐ Mengatur tata persuratan perencanaan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

ܐܐ Memastikan pelaksanaan keseluruhan proses pemantauan dan evaluasi

Anggota ܐܐ Menyusun rencana dan anggaran, rencana kerja, materi pembekalan pelaksanaan 
pemantauan dan evaluasi

ܐܐ Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan sasaran terkait di tingkat Kabupaten

ܐܐ Melakukan analisis, pemetaan peluang dan tantangan, serta menyusun rekomendasi 
pelaksanaan LABKD berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi

ܐܐ Melaksanakan diseminasi hasil pemantauan dan evaluasi dengan pihak terkait
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Koordinator 
Wilayah

ܐܐ Menyusun rencana kerja serta pembekalan pemantauan dan evaluasi di wilayah 
kecamatan dan desa di wilayahnya

ܐܐ Memantau secara berkala persiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di 
wilayah kecamatan dan desa di wilayahnya

ܐܐ Menyusun laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di wilayah kecamatan dan 
desa di wilayahnya

Pelaksana 
Tingkat 
Kecamatan dan 
Desa

ܐܐ Melaksanakan pengumpulan informasi pada tingkat kecamatan dan desa.

ܐܐ Memberikan laporan pada Koordinator Wilayah

Sasaran

Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Sasaran 
dari kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah para pihak yang terlibat baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan LABKD. Sasaran tersebut akan memberikan informasi 
pelaksanaan LABKD baik terkait perencanaan, penganggaran, serta target yang dicapai dalam 
pelaksanaan LABKD. Yang akan menjadi sasaran dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi ini 
adalah:

1.	 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

2.	 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3.	 Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.	 Kecamatan

5.	 Pemerintah Desa

6.	 Junjang Adminduk

7.	 Masyarakat Desa

8.	 Pihak ketiga yang terlibat/terkait implementasi LABKD (Bidan Desa, PKK, dll)

Jumlah narasumber yang mewakili setiap sasaran akan ditentukan oleh Pelaksana pada saat 
perencanaan pemantauan dan evaluasi.
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Metode Pemantauan dan Evaluasi

Tim Pemantauan dan Evaluasi dapat menggunakan beberapa metode dalam pelaksanaan 
Pemantauan  dan Evaluasi LAKBD, antara lain: 

Metode Keterangan Catatan

Wawancara Wawancara dilakukan dengan mengajukan 
pertanyaan kepada narasumber yang 
mewakili sasaran pemantauan dan 
evaluasi. Pertanyaan-pertanyaan mengacu 
kepada instrumen yang tersedia pada 
lampiran. Pada saat melakukan wawancara, 
Pelaksana juga perlu melakukan 
perekaman suara yang akan digunakan 
untuk pengecekan ulang catatan hasil 
wawancara

ܐܐ Pewawancara harus menguasai 
cara mengajukan pertanyaan 
dengan tepat.

ܐܐ Informasi dari hasil wawancara 
seringkali memiliki tingkat validitas 
yang tinggi.

ܐܐ Wawancara dapat diterapkan untuk 
seluruh instrumen yang tersedia 
pada panduan ini. 

Assesmen 
Mandiri/Angket

Dalam assesmen mandiri atau pengisian 
angket, sasaran secara sukarela 
melengkapi dan memberikan informasi 
mengenai LABKD sesuai dengan instrumen 
yang diberikan kepadanya. Metode 
assesmen mandiri mensyaratkan adanya 
pendamping yang akan memandu sasaran 
pemantauan dan evaluasi memberikan 
informasi yang dibutuhkan.  

ܐܐ Pemandu harus memahami 
seluruh pertanyaan yang ada dalam 
instrument untuk memberikan 
arahan pada sasaran saat mengisi 
intrumen

ܐܐ Informasi dari hasil assesmen 
mandiri seringkali memiliki 
tingkat validitas yang lebih rendah 
dibanding hasil wawancara

Pengumpulan 
Dokumen

Pengumpulan dokumen dilakukan untuk 
mendapatkan data pendukung informasi 
yang didapatkan dari hasil wawancara/
assesmen mandiri. Dokumen yang 
dikumpulkan dapat berupa dokumen resmi 
dari instansi terkait atau bukti foto dari 
dokumen tersebut.
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Tahapan Pelaksanaan

1.	 Perencanaan dan Penganggaran

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebaiknya dilakukan 1 kali dalam satu tahun sesuai dengan 
kebutuhan Pemerintah Daerah. Koordinator Tim Pemantauan dan Evaluasi menyusun rencana 
dan anggaran pemantauan dan evaluasi setahun sebelum tahun pelaksanaan pemantauan 
dan evaluasi. Penyusunan rencana dan anggaran dilakukan dengan mengumpulkan seluruh 
Tim Pemantauan dan Evaluasi di tingkat Kabupaten dengan mengundang beberapa perwakilan 
pemerintah Kecamatan dalam sebuah pertemuan. Adapun hal-hal yang perlu disepakati dalam 
pertemuan tersebut yaitu:

a.	 Cakupan pemantauan dan evaluasi 

Dalam menentukan cakupan pemantauan dan evaluasi, Tim perlu menentukan jumlah, 
kriteria, serta wilayah kecamatan dan desa yang akan menjadi sasaran. Tim juga perlu 
menentukan berapa jumlah informan yang diperlukan dari setiap desa.

b.	 Analisis kebutuhan sumber daya manusia

Analisis kebutuhan sumber daya manusia harus memperhitungkan cakupan kegiatan, 
kerangka waktu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta metode yang 
digunakan. 

c.	 Analisis kebutuhan dan sumber anggaran

Terdapat dua model penganggaran yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan 
dan evaluasi. Model pertama adalah menggunakan anggaran dari sebuah Tim/Satuan Tugas 
yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi LABKD. Model kedua adalah membagi 
anggaran pada tiap-tiap instansi yang terlibat melakukan pemantauan dan evaluasi. Sumber 
anggaran juga dapat berasal dari bantuan pihak ketiga atau sumber lain yang tidak mengikat.

d.	 Rencana kerja awal pemantauan dan evaluasi

Rencana kerja awal pemantauan dan evaluasi harus memuat kerangka waktu yang jelas 
dengan target-target yang terukur pada setiap tahapan pelaksanaannya. 

2.	 Penyusunan Rencana Kerja

Koordinator Tim Pemantauan dan Evaluasi mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana 
Kerja selambat-lambatnya 2 bulan sebelum memulai kegiatan. Penyusunan rencana kerja 
berpedoman pada rencana kerja awal yang telah disusun sebelumnya. Hal penting yang perlu 
ditentukan dalam penyusunan rencana kerja yaitu penentuan tahapan dan waktu pelaksanaan, 
pembagian tugas dan sumber daya manusia, serta peninjauan terhadap instrumen pelaksanaan.

Sebelum turun melakukan pengumpulan data, sebaiknya dilakukan pengumpulan data sekunder 
(jumlah layananan, wilayah yang menerapkan LABKD, SKM, dll). Data sekunder juga bisa menjadi 
acuan awal untuk menentukan wilayah sampling.
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3.	 Pembekalan Pelaksana

Pembekalan ditujukan kepada pelaksana pemantauan dan evaluasi, agar pelaksana memahami 
tujuan, metode, serta menguasai intrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi. 
Pembekalan dilakukan tidak hanya kepada pelaksana di tingkat Kabupaten, tapi juga kepada 
pelaksana di tingkat kecamatan dan desa. Terdapat beberapa materi yang perlu diberikan ketika 
pembekalan, yaitu:

a.	 Monitoring Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa

b.	 Rencana Kerja Pemantauan dan Evaluasi

c.	 Teknik Pengumpulan Informasi melalui Wawancara/Assesmen Mandiri

d.	 Simulasi Wawancara/Assesmen Mandiri

Dalam tahapan pembekalan juga sebaiknya dilakukan revisi terhadap intrumen yang tersedia 
sesuai dengan hasil diskusi saat sesi simulasi.

4.	 Pelaksanaan 

Tahapan pengumpulan data pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui wawancara/
assesmen mandiri serta pengumpulan dokumen pendukung. Wawancara/ assesmen mandiri 
dilakukan dengan pengisian checklist yang telah tersedia dengan jadwal yang telah ditentukan. 
Apabila dibutuhkan, Pelaksana pemantauan dan evaluasi dapat melakukan peninjauan kembali 
terhadap beberapa informasi yang belum lengkap. 

Untuk menjaga kualitas pemantauan dan evaluasi, Pelaksana perlu memperhatikan etika 
pelaksanaan antara lain:

1.	 Pelaksana pemantauan dan evaluasi LABKD menggunakan Panduan Pemantauan dan 
Evaluasi ini; 

2.	 Pelaksana pemantauan dan evaluasi LABKD harus memahami Panduan Pemantauan 
dan Evaluasi ini, mematuhi tata cara pemantauan dan evaluasi , menjaga integritas3 serta 
kredibilitas4 diri sebagai Pelaksana pemantauan dan evaluasi LABKD; 

3.	 Pelaksana pemantauan dan evaluasi LABKD tidak diperkenankan menyampaikan informasi 
apa pun terkait data temuan kepada Sasaran pada saat pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi;

4.	 Pelaksana pemantauan dan evaluasi LABKD tidak dibenarkan menerima gratifikasi, 
honorarium, atau bentuk hadiah lainnya dari Sasaran pemantauan dan evaluasi LABKD. 

5.	 Pelaksana tidak memiliki konflik kepentingan dan relasi kuasa dengan Sasaran pemantauan 
pada saat melakukan pemantauan dan evaluasi LABKD.

3 Integritas: kosisten dengan menjaga nilai, metode, dan prinsip yang telah disepakati
4 Kredibitas: memiliki kemampuan dan berpengalaman
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5.	 Analisis Temuan

Analisis dilakukan terhadap seluruh informasi yang telah dikumpulkan untuk memetakan 
beberapa hal penting, yaitu:

a.	 Capaian pelaksanaan LABKD

b.	 Tantangan dan peluang pelaksanaan LABKD

c.	 Rekomendasi optimalisasi pelaksanaan LABKD.

Tim Pelaksana dapat menggunakan panduan analisis (terlampir)  untuk memudahkan Tim 
melakukan analisis. 

6.	 Diseminasi dan Rencana Optimalisasi LABKD

Apabila dimungkinkan, Tim Pemantauan dan Evaluasi LABKD melakukan diseminasi hasil 
kegiatan kepada pemangku kepentingan. Diseminasi bertujuan untuk memaparkan temuan 
dari pemantauan dan evaluasi, mendapatkan umpan balik, serta menyediakan rekomendasi 
langkah yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan LABKD. Dalam 
diseminasi, tim diharapkan dapat menyusun kerangka kerja tindak lanjut temuan pemantauan 
dan evaluasi.

7.	 Penyusunan Laporan

Setelah seluruh kegiatan selesai, Tim Pemantauan dan Evaluasi menyusun laporan kegiatan. 
Tim diharapkan menuangkan secara rinci mengenai tahapan pelaksanaan, hasil analisis, serta 
rencana tindak lanjut atas pemantauan dan evaluasi dalam laporan.
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LAMPIRAN 1: INSTRUMEN PEMANTAUAN  
			      DAN EVALUASI

Instrumen 1. Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Kabupaten

Bagian A. Informasi Umum

Pelaksana 
(Nama lengkap dan Jabatan)

✏✏………………………………………………………..

✏✏………………………………………………………..

✏✏……………………………………..

✏✏……………………………………..

Waktu kegiatan

Tanggal _______________________ Jam___________________________

Nama Kabupaten 

Nama Program LABKD

Bagian B. Pemantauan dan Evaluasi Dinas/Badan Dinas yang Menangani Urusan 		

	      Perencanaan Pembangunan Daerah

No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

1 Dasar hukum 
di tingkat 
kabupaten 
yang 
mendukung 
kegiatan 
LABKD

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Perbup Kewenangan Lokal 
Skala Desa

✏✏Perbup Pengelolaan 
Keuangan Desa

✏✏Perbup Prioritas 
Penggunaan ADD

✏✏Perbup Percepatan 
Dokumen Kependudukan

✏✏Lainnya, 
sebutkan..........................

..............................................

...............................................

.............................................

Nama dokumen dan 
tanda (√) jika copy 
dokumen dapat 
DIKUMPULKAN oleh  
tim Pelaksana:

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏………………………………



16 Panduan Pemantauan dan Evaluasi

No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

2 Dukungan 
anggaran untuk 
kegiatan LABKD 
yang tersedia di 
Bappeda

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Anggaran Monev

✏✏Anggaran peningkatan kapasitas

✏✏Anggaran Koordinasi

✏✏Lainnya, sebutkan ..........................

....................................................

....................................................

..................................................

Jika  memungkin sebutkan 
jumlahnya:

✏✏Rp………………..............

✏✏Rp………………..............

✏✏Rp………………..............

✏✏Rp………………..............

3 Dukungan 
koordinasi untuk 
kegiatan LABKD

✏✏Koordinasi rutin lintas sektor 
setiap 1 tahun sekali

✏✏Koordinasi rutin lintas sektor 
setiap 6 bulan sekali

✏✏Koordinasi rutin lintas sektor 
setiap 3 bulan sekali

✏✏Bentuk koordinasi 
lannya, sebutkan 
………………………………………

Penjelasan:

4 Dukungan 
lainnya 
Pemerintah 
Daerah untuk 
kegiatan LABKD

✏✏………………………………………

✏✏………………………………………

✏✏………………………………………

✏✏………………………………………

✏✏………………………………………

Penjelasan:

5 Monitoring dan 
evaluasi untuk 
kegiatan LABKD

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Panduan Monev

✏✏Pelaksanaan Monev setiap bulan

✏✏Pelaksanaan Monev 1-2 kali 
setahun

✏✏Pelaksanan Monev tidak rutin/
tidak ada

✏✏Lainnya, ………..

Nama dokumen dan tanda 
(√) jika copy dokumen dapat 
DIKUMPULKAN oleh tim 
Pelaksana:

✏✏………………………………
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No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

6 Manfaat LABKD 
bagi Pemerintah 
Kabupaten

✏✏Meningkatkan kualitas data 
administrasi kependudukan

✏✏Mendukung verifikasi data DTKS

✏✏Mendukung laporan ke tingkat 
yang lebih tinggi

✏✏Mendukung pendataan 
kesehatan ibu dan anak

✏✏Mendukung pendataan dan 
verifikasi PBI bagi BPJS

✏✏Mendukung sinkronisasi data 
Dapodik

✏✏Lainnya, sebutkan.....................

Penjelasan:

7 Hal yang sudah 
berjalan baik 
di Kabupaten 
dalam 
penyelenggaraan 
LABKD

✏✏…………………………......................

✏✏…………………………......................

✏✏…………………………......................

✏✏…………………………......................

✏✏…………………………......................

Penjelasan:

8 Hal yang perlu 
ditingkatkan 
di Kabupaten 
dalam 
penyelenggaraan 
LABKD 

✏✏Koordinasi

✏✏Pelatihan

✏✏Panduan Pelayanan

✏✏Lainnya, sebutkan…………

Penjelasan:

9 Tantangan 
atau kendala 
yang dihadapi 
di tingkat 
Kabupaten 
dalam 
penyelenggataan 
LABKD

✏✏Anggaran

✏✏SDM

✏✏Infrastruktur

✏✏Sarana dan Prasarana

✏✏Lainnya, sebutkan ......................

Penjelasan:
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Bagian C. Pemantauan dan Penilaian Dinas yang Menangani Urusan Kependudukan  

	      dan Pencatatan Sipil

No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

1 Regulasi yang 
diterbitkan atau 
disusun oleh 
Disdukcapil untuk 
mendukung 
kegiatan LABKD

 

✏✏Ada, seluruhnya sudah terbit

✏✏Ada, sebagian dalam proses 
penyusunan 

✏✏Tidak ada

Nama dokumen dan tanda 
(√) jika copy dokumen dapat 
DIKUMPULKAN oleh tim 
Pelaksana:

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏………………………………

2 SOP yang 
mendukung 
kegiatan LABKD

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏SOP Layanan Adminduk secara 
Dalam Jaringan (Daring)

✏✏SOP Layanan Adminduk Luar 
Jaringan (Luring)

✏✏SOP Pendataan dan 
Pemutakhiran Data Penduduk

✏✏SOP Fasilitasi Dokumen 
Kependudukan

✏✏SOP Penyajian Data 
Kependudukan Skala Desa

✏✏SOP Monitoring dan Evaluasi

✏✏Lainnya, sebutkan  
............................

Nama dokumen dan tanda 
(√) jika copy dokumen dapat 
DIKUMPULKAN oleh tim 
Pelaksana:

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏………………………………

3 Dukungan 
anggaran untuk 
kegiatan LABKD

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Anggaran Monev

✏✏Anggaran peningkatan 
kapasitas (termasuk pelatihan 
Junjang Adminduk)

✏✏Anggaran Koordinasi

✏✏Lainnya, sebutkan .............

Jika  memungkin sebutkan 
jumlahnya:

✏✏Rp…………………………

✏✏Rp…………………………

✏✏Rp…………………………

✏✏Rp…………………………
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No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

4 Dukungan sarana 
dan prasarana 
untuk kegiatan 
LABKD

Berikan tanda (√) jika “ADA””

✏✏Loket Junjang Adminduk

✏✏Layanan Online

✏✏Mekanisme Pengaduan

✏✏Lainnya, sebutkan 
…………………………

Penjelasan:

5 Dukungan 
peningkatan 
kapasitas 
(termasuk 
pelatihan Junjang 
Adminduk) untuk 
kegiatan LABKD

Sebutkan nama kegiatan 
peningkatan kapasitas, tanggal 
kegiatan dan jumlah peserta, 

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

Penjelasan:

6 Inovasi lain untuk 
mendukung 
kegiatan LABKD

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

Penjelasan:

7 Monitoring dan 
evaluasi untuk 
kegiatan LABKD

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Panduan Monev

✏✏Pelaksanaan Monev setiap 
bulan

✏✏Pelaksanaan Monev 1-2 kali 
setahun

✏✏Pelaksanan Monev tidak rutin/
tidak ada

Penjelasan:

8 Terdapat 
koordinasi dengan 
para pihak dalam 
melakukan 
kegiatan LABKD

Berikan tanda (√) untuk para 
pihak yang terlibat dalam 
koordinasi:

✏✏Pemerintah Kabupaten

✏✏DPMD

✏✏Dinas Komunikasi dan 
Informasi

✏✏Pemerintah Kecamatan

✏✏Pemerintah Desa

✏✏Lainnya, sebutkan 
………………………..

Penjelasan:
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No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

9 Jenis dokumen 
yang diterbitkan 
melalui Junjang 
Adminduk, dan 
jumlahnya dalam 
6 bulan terakhir

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Akta Kelahiran 

✏✏Akta Kematian 

✏✏Kartu Keluarga 

✏✏KTP 

✏✏Surat Keterangan Pindah 
Warga Negara Indonesia 

✏✏Surat Keterangan Datang 
Warga Negara Indonesia 

✏✏Penerbitan Kartu Identitas 
Anak

✏✏Lainnya, sebutkan …………………

Jumlah dokumen dalam 6 
bulan terakhir:

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

(Pada 
bagian ini 
sasaran 
dapat 
menuliskan 
kendala 
dari 
pencatatan 
layanan)

10 Manfaat LABKD 
bagi Disdukcapil

✏✏Meningkatkan kualitas data 
administrasi kependudukan

✏✏Mendukung laporan ke tingkat 
yang lebih tinggi

✏✏Mendapat data yang 
valid, termutakhirkan, dan 
tersinkronisasi dengan data di 
desa

✏✏Meningkatkan layanan yang 
transparan dan akuntabel

✏✏Lainnya, sebutkan.....................

Penjelasan: 

11 Hal yang sudah 
berjalan baik 
di tingkat 
Disdukcapil dalam 
penyelenggaraan 
LABKD

✏✏………………………

✏✏………………………

✏✏………………………

✏✏………………………

✏✏………………………

Penjelasan:

12 Hal yang perlu 
ditingkatkan 
di tingkat 
Disdukcapil dalam 
penyelenggaraan 
LABKD 

✏✏Koordinasi

✏✏Pelatihan

✏✏Panduan Pelayanan

✏✏Lainnya, sebutkan……………

Penjelasan:
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No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

13 Tantangan atau 
kendala yang 
dihadapi di tingkat 
Disdukcapil dalam 
penyelenggataan 
LABKD

✏✏Anggaran

✏✏SDM

✏✏Infrastruktur

✏✏Sarana dan Prasarana

✏✏Lainnya, sebutkan .....................

Penjelasan:

Bagian D. Pemantauan dan Penilaian Dinas yang Menangani Urusan  

	      Pemberdayaan Masyarakat Desa

No Penilaian Jawaban Dokumen 
Pendukung dan 

Penjelasan

Catatan 
Lainnya

1 Regulasi yang diterbitkan 
atau disusun oleh 
DPMD yang mendukung 
penyelenggaraan LABKD

 

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Ada, seluruhnya sudah terbit

✏✏Ada, sebagian dalam proses 
penyusunan 

✏✏Tidak ada

Nama dokumen dan 
tanda (√) jika copy 
dokumen dapat 
DIKUMPULKAN oleh 
tim Pelaksana:

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

2 Dukungan anggaran 
untuk kegiatan LABKD

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Anggaran Monev

✏✏Anggaran peningkatan 
kapasitas (training)

✏✏Anggaran Koordinasi

✏✏Lainnya, sebutkan .............

Jika  memungkinkan 
sebutkan jumlahnya:

✏✏Rp…………………………

✏✏Rp…………………………

✏✏Rp…………………………

✏✏Rp…………………………

3 Jumlah desa yang 
menganggarkan 
APBDesa untuk 
anggaran LABKD

✏✏……………. Desa Penjelasan:

4 Dukungan sarana 
dan prasarana untuk 
kegiatan LABKD

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

Penjelasan:
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No Penilaian Jawaban Dokumen 
Pendukung dan 

Penjelasan

Catatan 
Lainnya

5 Jumlah pelatihan LABKD 
yang diselenggarakan di 
tingkat desa oleh DPMD

Sebutkan nama kegiatan 
peningkatan kapasitas, tanggal 
kegiatan dan jumlah peserta, 

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

Penjelasan:

6 Jumlah desa yang 
menerima pelatihan 
LABKD oleh DPMD

✏✏……………. Desa Penjelasan:

7 Jumlah desa yang 
memiliki Junjang 
Adminduk

✏✏Jumlah desa dengan seluruh 
Junjang Adminduk aktif 
…………. desa

✏✏Jumlah desa dengan sebagian 
Junjang Adminduk aktif ………. 
desa

Penjelasan:

8 Jumlah Junjang 
Adminduk yang telah 
dilatih oleh DPMD

Sebutkan nama kegiatan 
peningkatan kapasitas, tanggal 
kegiatan dan jumlah peserta, 

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

Penjelasan:

9 Dukungan DPMD lainnya 
untuk kegiatan LABKD

Mendampingi desa dalam 
menganggarkan RAPBDes 
dalam mendukung LABKD

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

Penjelasan:
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No Penilaian Jawaban Dokumen 
Pendukung dan 

Penjelasan

Catatan 
Lainnya

10 Monitoring dan evaluasi 
untuk kegiatan LABKD

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Panduan Monev

✏✏Pelaksanaan Monev setiap 
bulan

✏✏Pelaksanaan Monev 1-2 kali 
setahun

✏✏Pelaksanan Monev tidak 
rutin/tidak ada

✏✏Lainnya,………..

Nama dokumen dan 
tanda (√) jika copy 
dokumen dapat 
DIKUMPULKAN oleh 
tim Pelaksana:

✏✏………………….

Penjelasan:

11 Pengangkatan Junjang 
Adminduk

✏✏Ya, dilakukan dengan formal 
(ada SK)

✏✏Ya, tidak ada SK

✏✏Tidak

✏✏Tidak tahu

Penjelasan:

12 Manfaat LABKD bagi 
DPMD

✏✏Membantu perumusan 
anggaran dana desa untuk 
melengkapi jumlah penduduk 
dan penduduk miskin

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

Penjelasan:

13 Hal yang sudah berjalan 
baik di tingkat DPMD 
dalam penyelenggaraan 
LABKD

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

Penjelasan:

14 Hal yang perlu 
ditingkatkan di 
tingkat DPMD dalam 
penyelenggaraan LABKD 

✏✏Koordinasi

✏✏Pelatihan

✏✏Panduan Pelayanan

✏✏Lainnya, sebutkan……………

Penjelasan:

15 Tantangan atau kendala 
yang dihadapi di 
tingkat DPMD dalam 
penyelenggataan LABKD

✏✏Anggaran

✏✏SDM

✏✏Infrastruktur

✏✏Sarana dan Prasarana

✏✏Lainnya, sebutkan ..............

Penjelasan:
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Instrumen 2. Pemantauan dan Evaluasi Kecamatan 

Bagian A. Informasi Umum

Pelaksana 
(Nama lengkap dan Jabatan)

✏✏………………………………………………

✏✏………………………………………………

✏✏……………………………………………….....

✏✏……………………………………………….....

Waktu kegiatan

Tanggal _______________________ Jam___________________________

Nama Kabupaten 

Nama Program LABKD

Bagian B. Pemantauan dan Evaluasi Kecamatan

No Penilaian Jawaban Dokumen 
Pendukung dan 

Penjelasan

Catatan 
Lainnya

1 Dukungan 
bimbingan 
dan supervisi 
pelaksanaan LABKD 
kepada Desa

Berikan tanda (√):

✏✏Ada bimbingan dan supervisi 
khusus

✏✏Tidak ada bimbingan dan 
supervisi khusus

Penjelasan:

2 Dukungan 
anggaran untuk 
kegiatan LABKD 
yang tersedia di 
Kecamatan

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Anggaran Monev

✏✏Anggaran peningkatan 
kapasitas

✏✏Anggaran Koordinasi

✏✏Lainnya, sebutkan ...............

..............................................

.............................................

Jika  memungkin 
sebutkan jumlahnya:

✏✏Rp…………………………

✏✏Rp…………………………

✏✏Rp…………………………

✏✏Rp…………………………

Penjelasan:

3 Dukungan 
peningkatan 
kapasitas (termasuk 
pelatihan Junjang 
Adminduk) untuk 
kegiatan LABKD

Sebutkan nama kegiatan 
peningkatan kapasitas, tanggal 
kegiatan dan jumlah peserta, 

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

Penjelasan:
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No Penilaian Jawaban Dokumen 
Pendukung dan 

Penjelasan

Catatan 
Lainnya

4 Dukungan 
koordinasi untuk 
kegiatan LABKD

✏✏Koordinasi rutin setiap 1 tahun 
sekali

✏✏Koordinasi rutin setiap 3 bulan 
sekali

✏✏Koordinasi rutin setiap 6 bulan 
sekali

✏✏Bentuk koordinasi lannya, 
sebutkan …………………………………

Penjelasan:

5 Dukungan lainnya 
Pemerintah 
Kecamatan untuk 
kegiatan LABKD

✏✏…………………………………

✏✏…………………………………

✏✏…………………………………

✏✏…………………………………

✏✏…………………………………

Penjelasan:

6 Monitoring dan 
evaluasi untuk 
kegiatan LABKD

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Panduan Monev

✏✏Pelaksanaan Monev setiap 
bulan

✏✏Pelaksanaan Monev 1-2 kali 
setahun

✏✏Pelaksanan Monev tidak rutin/
tidak ada

✏✏Lainnya, ………..

Nama dokumen dan 
tanda (√) jika copy 
dokumen dapat 
DIKUMPULKAN oleh tim 
Pelaksana:

✏✏………………………

7 Jumlah desa yang 
menganggarkan 
APBDesa untuk 
anggaran LABKD

✏✏……………. Desa Penjelasan:
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No Penilaian Jawaban Dokumen 
Pendukung dan 

Penjelasan

Catatan 
Lainnya

8 Manfaat LABKD 
bagi Kecamatan 

✏✏Meningkatkan kualitas data 
administrasi kependudukan

✏✏Mendukung verifikasi data 
DTKS

✏✏Mendukung laporan ke tingkat 
yang lebih tinggi

✏✏Mendukung pendataan 
kesehatan ibu dan anak

✏✏Mendukung pendataan dan 
verifikasi PBI bagi BPJS

✏✏Mendukung sinkronisasi data 
Dapodik

✏✏Lainnya, sebutkan...........

Penjelasan: 

9 Hal yang sudah 
berjalan baik dalam 
penyelenggaraan 
LABKD

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

Penjelasan:

10 Hal yang perlu 
ditingkatkan dalam 
penyelenggaraan 
LABKD 

✏✏Koordinasi

✏✏Pelatihan

✏✏Panduan Pelayanan

✏✏Lainnya, sebutkan……………

Penjelasan:

11 Tantangan atau 
kendala yang 
dihadapi dalam 
penyelenggataan 
LABKD

✏✏Anggaran

✏✏SDM

✏✏Infrastruktur

✏✏Sarana dan Prasarana

✏✏Lainnya, sebutkan .....................

Penjelasan:
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Instrumen 3. Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Desa

Bagian A. Informasi Umum

Pelaksana 

(Nama lengkap dan 
Jabatan)

✏✏………………………………………

✏✏………………………………………

✏✏………………………………………

✏✏………………………………………

Nama Kabupaten

Nama Kecamatan

Nama Program LABKD Nama Desa

Waktu kegiatan Tanggal _______________________ Jam___________________________

Bagian B. Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Desa

No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

1 Dasar hukum di tingkat 
desa yang mendukung 
kegiatan LABKD dan 
mencantumkan LABKD 
secara eksplisit

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Perdes Kewenangan Lokal 
Skala Desa

✏✏Perdes APBDesa

✏✏Perkades APBDesa

✏✏Lainnya, sebutkan 
................

Nama dokumen dan tanda 
(√) jika copy dokumen 
dapat DIKUMPULKAN oleh 
tim Pelaksana:

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏……………………………

2 Dukungan anggaran 
untuk kegiatan LABKD

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Anggaran Pendataan 
Penduduk

✏✏Anggaran Peningkatan 
Kapasitas FAD

✏✏Anggaran Koordinasi

✏✏Anggaran operasionalisasi 
kegiatan LABKD

✏✏Anggaran Insentif untuk 
Junjang Adminduk

✏✏Anggaran Sosialisasi

✏✏Lainnya, sebutkan .............

Jika memungkinkan 
sebutkan jumlahnya:

✏✏Rp………………………

✏✏Rp………………………

✏✏Rp………………………

✏✏Rp………………………

✏✏Rp………………………

Sumber 
anggaran:

✏✏………………

✏✏………………

✏✏………………

✏✏………………

✏✏………………
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No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

3 Sumber Anggaran 
Penyelenggaraan LABKD

✏✏DD

✏✏ADD

✏✏PAD

✏✏Lainnya, sebutkan 
………………

Penjelasan

4 Dukungan sarana 
dan prasarana untuk 
kegiatan LABKD

✏✏…………………………

✏✏………………………….

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

Penjelasan:

5 Pelatihan yang 
diselenggarakan di 
desa dan diikuti oleh 
Junjang Adminduk untuk 
menunjang pelaksanaan 
LABKD

Sebutkan nama kegiatan 
peningkatan kapasitas, 
tanggal kegiatan dan jumlah 
peserta, 

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

Nama dan tanggal 
pelaksanaan training:

✏✏……………………

✏✏……………………

✏✏……………………

6 Jumlah Junjang 
Adminduk yang telah 
dilatih

✏✏………… peserta Penjelasan:

7 Monitoring dan evaluasi 
untuk kegiatan LABKD

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Panduan Monev

✏✏Pelaksanaan Monev setiap 
bulan

✏✏Pelaksanaan Monev 1-2 
kali setahun

✏✏Pelaksanan Monev tidak 
rutin/tidak ada

✏✏Lainnya, ………..

Penjelasan:

8 Terdapat koordinasi 
dengan para pihak 
dalam melakukan 
kegiatan LABKD

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Disdukcapil

✏✏DPMD

✏✏Kecamatan

✏✏Lainnya, sebutkan ……………

Penjelasan:
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No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

9 Surat Keputusan Desa 
untuk Pengangkatan 
Junjang Adminduk

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Ada

✏✏Tidak ada

Penjelasan:

10 Mekanisme perekrutan 
Junjang Adminduk

✏✏Langsung dari Aparatur 
Desa

✏✏Ditunjuk dari unsur 
masyarakat

✏✏Lainnya, sebutkan…………

Penjelasan:

11 Kinerja Junjang 
Adminduk secara umum

✏✏Memuaskan

✏✏Biasa saja

✏✏Mengecewakan

Penjelasan:

12 Buku Saku Junjang 
Adminduk

✏✏Ada

✏✏Dalam penyusunan

✏✏Tidak ada

Penjelasan:

13 Jenis dokumen yang 
diterbitkan melalui 
Junjang Adminduk, dan 
jumlahnya dalam 6 
bulan terakhir

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Akta Kelahiran 

✏✏Akta Kematian 

✏✏Kartu Keluarga 

✏✏KTP 

✏✏Surat Keterangan Pindah 
Warga Negara Indonesia 

✏✏Surat Keterangan Datang 
Warga Negara Indonesia 

✏✏Penerbitan Kartu Identitas 
Anak

✏✏Lainnya, sebutkan 
…………………

Jumlah dokumen dalam 6 
bulan terakhir:

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

14 Dukungan 
penyelenggaraan LABKD 
lainnya

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

Penjelasan:
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No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

15 Manfaat LABKD bagi 
Pemerintah Desa

✏✏Membantu pemutakhiran 
data profil desa

✏✏Membantu pendataan 
kelompok rentan di 
Desa (Miskin, Disabilitas, 
Terlantar, dst)

✏✏Membantu validasi data 
kependudukan di desa

✏✏Membantu pemutakhiran 
jumlah penduduk desa

✏✏Membantu pendataan 
tingkat produktivitas 
penduduk desa

✏✏Lainnya, sebutkan........

Penjelasan: 

16 Hal yang sudah 
berjalan baik di tingkat 
Pemerintah Desa dalam 
penyelenggaraan LABKD

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

✏✏…………………………

Penjelasan:

17 Hal yang perlu 
ditingkatkan di tingkat 
Pemerintah Desa dalam 
penyelenggaraan LABKD 

✏✏Koordinasi

✏✏Pelatihan

✏✏Panduan Pelayanan

✏✏Lainnya, sebutkan……………

Penjelasan:

18 Tantangan atau kendala 
yang dihadapi di tingkat 
Pemerintah Desa dalam 
penyelenggaraan LABKD

✏✏Anggaran

✏✏SDM

✏✏Infrastruktur

✏✏Sarana dan Prasarana

✏✏Lainnya, sebutkan ...........

Penjelasan:
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Bagian C. Pemantauan dan Evaluasi Junjang Adminduk

No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

1 Status Junjang 
Adminduk

✏✏Aparatur Desa

✏✏Masyarakat umum

✏✏Kader desa

✏✏Pihak lainnya, sebutkan ……

Penjelasan:

2 Legalitas Junjang 
Adminduk

✏✏SK Bupati

✏✏SK Kepala Desa

✏✏Tidak ada

✏✏Lainnya, sebutkan……………

Nama dokumen dan tanda 
(√) jika copy dokumen 
dapat DIKUMPULKAN oleh 
tim Pelaksana:

✏✏…………………………………

✏✏…………………………………

✏✏…………………………………

3 Tugas Junjang 
Adminduk yang 
sudah dijalankan 
selama ini

✏✏Pendataan Penduduk

✏✏Pemutakhiran Data Penduduk

✏✏Rekapitulasi Data Penduduk

✏✏Verifikasi dan Validasi Data 
Penduduk

✏✏Fasilitasi Dokumen 
Kependudukan

✏✏Pemutakhiran Data Penduduk

✏✏Lainnya, sebutkan ……………

Penjelasan:

4 Penggunaan Buku 
Saku Junjang 
Adminduk 

✏✏Ada dan digunakan

✏✏Ada tapi jarang digunakan

✏✏Ada tapi tidak digunakan

✏✏Tidak ada Buku Saku

Penjelasan:

5 Manfaat Buku 
Saku Junjang 
Adminduk

✏✏Bermanfaat

✏✏Tidak bermanfaat

Sebutkan manfaat apa saja dari Buku Saku 
tersebut:

✏✏………………………………

✏✏………………………………

✏✏……………………………….

✏✏………………………………

✏✏………………………………
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No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

6 Formulir yang 
sudah digunakan 
selama melakukan 
tugas sebagai 
Junjang Adminduk

✏✏Lembar Kerja Pendataan

✏✏Formulir Permohonan

✏✏Formulir Rekapitulasi 
Dokumen

✏✏Formulir Tanda Terima 
Permohonan

✏✏Formulir Tanda Terima 
Dokumen

✏✏Lainnya, sebutkan……..

Penjelasan:

7 Formulir yang 
sudah digunakan 
dengan baik/benar 
selama melakukan 
tugas sebagai 
Junjang Adminduk

*penilaian dari tim 
Pelaksana Monev

✏✏Lembar Kerja Pendataan

✏✏Formulir Permohonan

✏✏Formulir Rekapitulasi 
Dokumen

✏✏Formulir Tanda Terima 
Permohonan

✏✏Formulir Tanda Terima 
Dokumen

✏✏Lainnya, sebutkan

Penjelasan:

8 Jenis dokumen 
yang difasilitasi 
dalam 6 bulan 
terakhir

Berikan tanda (√) jika “ADA”:

✏✏Akta Kelahiran 

✏✏Akta Kematian 

✏✏Kartu Keluarga 

✏✏KTP 

✏✏Surat Keterangan Pindah 
Warga Negara Indonesia 

✏✏Surat Keterangan Datang 
Warga Negara Indonesia 

✏✏Penerbitan Kartu Identitas 
Anak

✏✏Lainnya, sebutkan …………………

Jumlah dokumen dalam 
6 bulan terakhir:

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen

✏✏………………… dokumen
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No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

9 Jumlah 
Permohonan yang 
dikembalikan oleh 
Junjang Adminduk 
kepada Pemohon 
dalam 6 bulan 
terakhir

✏✏Akta Kelahiran 

✏✏Akta Kematian 

✏✏Kartu Keluarga 

✏✏KTP 

✏✏Surat Keterangan Pindah 
Warga Negara Indonesia 

✏✏Surat Keterangan Datang 
Warga Negara Indonesia 

✏✏Penerbitan Kartu Identitas 
Anak

✏✏Lainnya, sebutkan …………………

✏✏Tidak ada

(Alasan pengembalian 
permohonan)

10 Jenis insentif yang 
diterima sebagai 
Junjang Adminduk

✏✏Honor bulanan

✏✏Biaya perjalanan

✏✏Ongkos per dokumen

✏✏Lainnya, sebutkan …………

Jika  memungkinkan 
sebutkan jumlahnya:

Rp……………………………

Rp……………………………

Rp……………………………

Rp……………………………

11 Materi pelatihan 
yang sudah 
diterima terkait 
peran dan tugas 
sebagai Junjang 
Adminduk

(sebutkan 
frekuensinya)

✏✏Buku Saku ……….. kali

✏✏Buku Panduan Junjang 
Adminduk …… kali

✏✏Lainnya, sebutkan ……………

Bulan dan tahun 
pelaksanaan training:

…………………………………

…………………………………

………………………………….

12 Pelatihan lain yang 
masih dibutuhkan 
Junjang Adminduk

✏✏Mekanisme Pelayanan

✏✏Mekanisme Pelayanan Online

✏✏Mekanisme Pendataan

✏✏Mekanisme Rekapitulasi Data

✏✏Strategi Komunikasi

✏✏Lainnya, sebutkan …………

Alasan:

13 Tantangan atau 
kendala yang 
dihadapi sebagai 
Junjang Adminduk

✏✏Anggaran

✏✏Koordinasi

✏✏Kepastian regulasi

✏✏Sarana dan Prasarana

✏✏Jaringan Internet

✏✏Lainnya, sebutkan …………

Penjelasan:
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No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

14 Koordinasi dan 
dukungan dari 
para pihak dalam 
melakukan 
kegiatan LABKD

✏✏Pemerintah Kabupaten

✏✏Disdukcapil

✏✏DPMD

✏✏Pemerintah Kecamatan

✏✏Pemerintah Desa

✏✏Lainnya, sebutkan ……………

Penjelasan:

15 Hal yang sudah 
berjalan baik 
bagi Junjang 
Adminduk dalam 
penyelenggaraan 
LABKD

✏✏…………………………………

✏✏…………………………………

✏✏…………………………………

✏✏…………………………………

✏✏……………………………………

Penjelasan:

16 Hal yang perlu 
ditingkatkan

✏✏Honor

✏✏Pelatihan

✏✏Panduan Pelayanan

✏✏Lainnya, sebutkan  …………

Penjelasan:
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Instrumen 4. Pemantauan dan Evaluasi Pihak Terkait di Desa

Bagian A. Informasi Umum

Pelaksana 

(Nama lengkap dan 
Jabatan)

✏✏……………………………

✏✏……………………………

✏✏…………………………… 

✏✏……………………………

Nama Kabupaten

Nama Kecamatan

Nama Desa

Nama Program LABKD Nama responden 
(opsional)

Waktu kegiatan Tanggal ____________ 
Jam_________________

Peran lain di desa ✏✏Bidan desa

✏✏Kader desa

✏✏Lainnya, sebutkan …………

Bagian B. Pemantauan dan Evaluasi Pihak Terkait di Desa

No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

1 Jenis dokumen yang 
pernah difasilitasi 
oleh Junjang 
Adminduk dalam 6 
bulan terakhir

✏✏Akta Kelahiran 

✏✏Akta Kematian 

✏✏Kartu Keluarga 

✏✏KTP 

✏✏Surat Keterangan Pindah Warga 
Negara Indonesia 

✏✏Surat Keterangan Datang 
Warga Negara Indonesia 

✏✏Penerbitan Kartu Identitas Anak

✏✏Lainnya, sebutkan ………

✏✏Belum pernah

Biaya yang dikeluarkan:

✏✏……………………………

✏✏…………………………… 

✏✏……………………………

✏✏…………………………… 

✏✏…………………………… 

✏✏……………………………

✏✏…………………………… 
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No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

2 Jumlah 
Permohonan yang 
dikembalikan oleh 
Junjang Adminduk 
kepada Pemohon 
dalam 6 bulan 
terakhir

✏✏Akta Kelahiran 

✏✏Akta Kematian 

✏✏Kartu Keluarga 

✏✏KTP 

✏✏Surat Keterangan Pindah Warga 
Negara Indonesia 

✏✏Surat Keterangan Datang 
Warga Negara Indonesia 

✏✏Penerbitan Kartu Identitas Anak

✏✏Lainnya, sebutkan …………

✏✏Tidak ada

(Alasan pengembalian 
permohonan)

3 Kualitas penjelasan 
informasi mengenai 
pentingnya 
dokumen 
Adminduk yang 
disampaikan oleh 
Junjang Adminduk

✏✏Memuaskan

✏✏Biasa saja

✏✏Perlu ditingkatkan

Penjelasan:

4 Kualitas penjelasan 
informasi mengenai 
prosedur dan 
persyaratan 
permohonan 
Adminduk yang 
disampaikan oleh 
Junjang Adminduk

✏✏Memuaskan

✏✏Biasa saja

✏✏Perlu ditingkatkan

Penjelasan:

5 Kinerja 
Fasilitasi dan 
menginformasikan 
tahap pengurusan 
dokumen

✏✏Memuaskan

✏✏Biasa saja

✏✏Perlu ditingkatkan

Penjelasan:

6 Ketepatan waktu 
pengurusan 
dokumen

✏✏Memuaskan, sesuai janji ……… 
hari

✏✏Biasa saja

✏✏Tidak sesuai janji

Penjelasan:

7 Kemudahan 
menjangkau 
(mendapat 
pelayanan) Junjang 
Adminduk

✏✏Memuaskan

✏✏Biasa saja

✏✏Perlu ditingkatkan

Penjelasan:
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No Penilaian Jawaban Dokumen Pendukung 
dan Penjelasan

Catatan 
Lainnya

8 Hal yang perlu 
ditingkatkan

✏✏Kemudahan menjangkau 
(mendapat pelayanan) Junjang 
Adminduk 

✏✏Kualitas penjelasan informasi 
mengenai pentingnya dokumen 
Adminduk 

✏✏Kualitas penjelasan informasi 
mengenai prosedur dan 
persyaratan permohonan 

✏✏Lamanya waktu pengurusan 
dokumen

✏✏Ketepatan waktu pengurusan 
dokumen

✏✏Biaya pengurusan dokumen

✏✏Lainnya, sebutkan ……………

Penjelasan:

9 Jenis dukungan 
yang diberikan 
kepada Junjang 
Adminduk, 
terutama terkait 
peran di desa 
(missal sebagai 
bidan desa, kader 
desa, tokoh 
masyarakat, dll)

✏✏Pelaporan kelahiran langsung 
kepada Junjang Adminduk di 
desa

✏✏Pelaporan perkawinan 
langsung kepada Junjang 
Adminduk di desa

✏✏Pelaporan kematian langsung 
kepada Junjang Adminduk di 
desa

✏✏Lainnya, sebutkan ……………

Penjelasan:
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Instrumen 5. Pemantauan dan Evaluasi Penduduk Desa Penerima Layanan

Bagian A. Informasi Umum

Pelaksana 

(Nama lengkap dan 
Jabatan)

1. 

2.

3.

4.

Nama Kabupaten

Nama Kecamatan

Nama Program LABKD Nama Desa

Waktu kegiatan Tanggal __________Jam_____________ Nama Narasumber

Bagian B. Pemantauan dan Evaluasi Penduduk Desa

No Penilaian Jawaban Dokumen 
Pendukung dan 
Penjelasan

Catatan 
Lainnya

1 Kinerja Junjang 
Adminduk

Penjelasan Informasi Pentingnya 
Dokumen

✏✏Memuaskan

✏✏Biasa saja

✏✏Perlu ditingkatkan

✏✏Tidak tahu

Penjelasan Prosedur dan Persyaratan 
Permohonan Dokumen

✏✏Memuaskan

✏✏Biasa saja

✏✏Perlu ditingkatkan

✏✏Tidak tahu

Kinerja dalam memfasilitasi dan 
menginformasikan perkembangan 
tahapan pengurusan Dokumen 

☐ Memuaskan

☐ Biasa saja

☐ Perlu ditingkatkan

☐ Tidak tahu

(tidak diperlukan)
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No Penilaian Jawaban Dokumen 
Pendukung dan 
Penjelasan

Catatan 
Lainnya

Ketepatan Waktu Pengurusan Dokumen

☐ Memuaskan

☐ Biasa saja

☐ Perlu ditingkatkan

☐ Tidak tahu

Kemudahan Menjangkau Junjang 
Adminduk

☐ Memuaskan

☐ Biasa saja

☐ Perlu ditingkatkan

☐ Tidak tahu

(tidak diperlukan)

2 Hal yang perlu 
ditingkatkan

☐ Komunikasi Junjang Adminduk

☐ Waktu pengurusan dokumen

☐ Lainnya, sebutkan

☐ .....................

☐ .....................

☐ .....................

(tidak diperlukan)
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LAMPIRAN 2: PANDUAN ANALISIS HASIL 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI LABKD

Komponen 
LABKD

Rincian 
Komponen 
LABKD
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Peraturan 
Pendukung 
LABKD

Kebijakan Payung  
di Kabupaten

Aturan Teknis 
pendukung LABKD

Aturan LABKD  
di Desa

Fasilitator 
Adminduk 
Desa (FAD)

Jumlah dan Sebaran 
FAD

Peningkatan 
Kapasitas FAD

Status dan Susunan 
FAD 

Legalitas 
Pengangkatan FAD

Tugas FAD yang 
Berjalan

Kinerja 
Fasilitator 
Adminduk 
Desa (FAD)

Kinerja dalam 
sosialisasi

Kinerja dalam 
menjelaskan 
prosedur

Kinerja dalam 
memfasilitasi 

Ketepatan waktu 
layanan

Kemudahan 
menjangkau FAD
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Komponen 
LABKD

Rincian 
Komponen 
LABKD

T
em

ua
n 

S
itu

as
i

C
at

at
an

 
A

ta
s 

 
S

itu
as

i

R
en

ca
na

 
T

in
da

k 
La

nj
ut

In
di

ka
to

r 
K

eb
er

-
ha

si
la

n

P
en

an
g

-
gu

ng
 

Ja
w

ab

T
ar

ge
t 

P
en

ye
le

-
sa

ia
n

Anggaran Rincian Dukungan 
APBD

Rincian Dukungan 
APBDes

Sumber dan Jenis 
Pembiayaan dalam 
APBDes

Insentif bagi FAD

Sarana dan 
Prasarana

Sarana dan 
Prasarana dukungan 
Kabupaten

Sarana dan 
Prasarana dukungan 
Kecamatan

Sarana dan 
Prasarana dukungan 
Desa

Monitoring 
dan Evaluasi 

Panduan 
Pemantauan dan 
Evaluasi

Pelaksanaan 
Pemantauan dan 
Evaluasi

Sistem dan 
Prosedur

SOP LABKD

Formulir Layanan

Pedoman, Buku 
Saku, Buku Panduan, 
dll
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Komponen 
LABKD

Rincian 
Komponen 
LABKD
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Koordinasi 
dan 
Pembinaan

Koordinasi di Tingkat 
Kabupaten

Koordinasi di Tingkat 
Kecamatan

Koordinasi di Tingkat 
Desa

Pembinaan para 
Pihak

Dampak 
dan Capaian 
LABKD

Tingkat Kabupaten

Tingkat Kecamatan

Tingkat Desa

Dukungan 
Pihak Lain

Petunjuk Pengisian:

1.	 Bagian Situasi

Rangkum dan tuliskan berbagai komponen yang tersedia dari hasil pemantauan dan evaluasi. 
Misalkan pada komponen peraturan pada bagian kebijakan paying di Kabupaten, maka tuliskan 
semua peraturan yang tersedia di tingkat kabupaten yang terkait dengan pengaturan LABKD. 
Untuk menggambarkan situasi yang bervariasi maka sebisa mungkin gunakan prosentase. 
Sebagai contoh, sebanyak 80% FAD diangkat melalui proses seleksi terbuka sedangkan 20% 
diangkat melalui penunjukan langsung kepala Desa.

2.	 Catatan Terhadap Situasi

a.	 Tuliskan hal yang sudah berjalan dengan baik terkait komponen yang bersangkutan;

b.	 Tuliskan tantangan terkait komponen yang bersangkutan; dan

c.	 Tuliskan penilaian tim terkait kelayakan/kecukupan dukungan yang ada pada komponen 
terkait berdasarkan hasil diskusi tim pelaksana pemantauan dan evaluasi.

3.	 Rencana Tindak Lanjut

Tuliskan langkah-langkah yang akan dilakukan (secara terstruktur) untuk memanfaatkan 
peluang yang ada atau menyelesaikan tantangan yang ada untuk mengoptimalkan 
pelaksanaan LABKD.
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4.	 Indikator Keberhasilan

Tuliskan indicator keberhasilan dari pelaksanaan rencana tindak lanjut. Indikator keberhasilan 
harus dapat diverifikasi dengan adanya produk atau hasil tindakan.

5.	 Penanggung Jawab

Tuliskan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana tindak lanjut 
optimalisasi LABKD.

6.	 Target Penyelesaian

Tuliskan secara spesifik waktu penyelesaian dari pelaksanaan rencana tindak lanjut 
optimalisasi LABKD.
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